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ABSTRAK

Desa merupakan suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang
saling mengenal, hidup bersama, saling bergotong royong, memiliki adat istiadat
yang relatif sama dan mempunyai tata cara sndiri dalam mengaturkehidupan
kemasyarakatannya.

Desa adalah arena partisipasi publik warga untuk ikut serta terlibat dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan
kemasyarakatan. Desa merupakan tingkat paling bawah dalam pemerintahan, pada
tingkat paling bawah inilah desa diharuskan mempunyai tata kepemimpinan yang
tersusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadikan
desa sebagai tempat yang kuat untuk menjadikan desa sebagai tempat yang
menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah
desa memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pemerintahan
desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran
strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan
nasional. Untuk program pemerintahan yang efektif maka perlu adanya pmimpinn
dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam
perencanaan, pelaksanaan program dalam pembangunan desa. Pemimpin dapat
mempengaruhi moral, etika, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja
dan terutama tingkat prestasi suatu desa. Pelayanan dan keterampilan dalam
I;:)]rm‘garahan adalah faktor penting untuk mencapai efektifitas suatu desa.

emerintan Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupater)"tampqng
S latanyang bekerja dalam pelayah‘an masyarakat sudah selayaknya memberlkan
pe ayahan terbaik untuk masyarakat

< Pératuran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahau f(edua

atas PerétummPemerlntah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peratujan ‘Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa untuk meningkatkan
kinerja dan kualitassapetayanan penyelenggar Bmerintahan desa perlu
memperhatikan kesejafteraan_Kepa EKertars—desa dan perangkat desa
lainnya. Dalam meWUJudkan pe yanan yang s“‘ mikian maka pemerintahan Desa
Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan harus lebih
efektif dalam menjalankan pekerjaan yang telah diamanahkan.
Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut kinerja
Aparatur Desa dalam pelayanan masyarakat dengan rumusan masalah: Bagaimana
aparatur Desa dalam pelayanan masyarakat di Desa Triharjo Kecamatan Merbau
Mataram Kabupaten Lampung Selatan, kemudian bagaimana Bagaimana tinjauan
hukum islam terhadap kinerja Aparatur Desa dalam pelayanan masyarakat dalam
pelayanan masyarakat di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram kabupaten
Lampung Selatan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja
aparatur desa dalam pelayanan masyarakat di Desa Triharjo Kecamatan Merbau
Mataram Kabupaten Lampung Selatan, serta ingin mengetahui bagaimana
tinjauan hukum islam terhadap kinerja Aparatur Desa dalam pelayanan




masyarakat di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung
Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan
data akan dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan
narasumber, kemudian hasilnya akan dianalisis secara kualitatif.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang skripsi ini agar tidak
menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini,
maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah-istilah
yang terdapat dalam skripsi ini yang berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KINERJA APARATUR DESA DALAM PELAYANAN
MASYARAKAT Studi di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram
Kabupaten Lampung Selatan untuk lebih memahami maksud dari penulisan
tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa permasalahan dalam judul

tersebut yang berlandaskan teori dengan sumber-sumber yang dapat

h~\>\_ -
- e - r'q—h_.
({;pert@gung jawabkan. I N A .« )
. &h il P A5
.\,,Tlsuauan f LN Loy
\ \\ y- iy ,',‘/

. . N 4
Tlnj\z?\u&ﬂ:wut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasilsmeninjau atau

pandangan ataNesudah Wmempelajari dan
sebagainya).

2. Hukum Islam
Hukum Islam adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan

untuk menyatakan hukum-hukum yang tercakup dalam ranah atau wilayah

! Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2011), h. 112.



kajian Islam yang secara umum dan sering juga dinyatakan dengan sebutan
Hukum Syara’ atau Syari‘ah.?
3. Kinerja

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan
selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan
berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau
kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama.®
4. Aparatur Desa

Aparatur desa yang kemudian disebut Pemerintah Desa adalah kepala desa
atau yang dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang
disebut dengan nama lain (pasal 25 UU No. 6 tahun 2014).*

5. Pelayanan

- <
l P(?’yanan adalah suatu pe}ayanau:[:lkap terbentuk karena adanyé pi rose%

\ ’ — A :v' ‘ ,._'__‘. -
ﬁemﬁqu layanan tertentu dari pihak eLZteéN_;layanan kepada plhak )9’59
. %

dllayanl W ____‘,‘.:‘f/’/

6. Masyarakat ‘\ f
Masyarakat, menurut Abdul*Syani dijelaskan bahwa perkataan masyarakat

berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya berkumpul bersama, hidup

2 Bunyana Solihin, Metodologi Penelitian Syariah, (Yogyakarta: Kreasi Total Media,

2018), h. 11.

® Lijan Poltak Sinambela, Kinerja Pegawai Teori, Pengukuran dan Impilkasi,

(‘Yogyakarta: Graha llmu, 2012), h. 6.

* Joko Purnomo, Penyelenggaraan pemerintahan desa, (Yogyakarta: Infest Yogyakarta

2016), h. 10.

h.4.

® Agung Kurniawan, Transformasi pelayanan Publik, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005),



bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya
mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kinerja
Aparatur Desa Dalam Pelayanan Masyarakat adalah bagaimana pandangan
hukum Islam terhadap tingkat keberhasilan aparatur desa dalam melakukan
suatu pelayanan sebagai pemberi layanan yang baik terhadap masyarakat
Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis yang mendorong memilih judul TINJAUAN HUKUM
ISLAM TERHADAP KINERJA APARATUR DESA DALAM
PELAYANAN MASYARAKAT Studi di Desa Triharjo Kecamatan Merbau

Mataram Kabupaten Lampung Selatan adalah:

~

- 7 L ‘//]
1. Alasan Objektif b a 4 J
v SN "‘" N A M
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" ‘:~"; [ h
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]‘ /./' A ]
-\ . £y i
u tlLL]dlbghas dan dilakukan pegelly-an

o

’\_,_,A‘-L\':»E\ermasalahan tersebutd
Untﬁv'\lz\':im\'@hgi@g_ebih dalam dan meninjau Kinerja Apa_ta.gutﬁgs’:f(jalam
pelayanan masyaN’ esa Triharjo P Merbau Mataram
Kabupaten Lampung Selatan Karena pemerifitahan desa merupakan tonggak
awal dalam perjalanan suatu negara, karena pemerintahan desa yang menjadi
komponen awal atau menjadi bagian kecil dari jalannya roda pemerintahan.

2. Alasan Subjektif

a. Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum ada yang membahas

pembahasan ini dalam UIN Raden Intan Lampung dan permasalahan

® Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2015), h. 30.



ini sangat memungkinkan dan diteliti karena tersedianya literatur yang
menunjang dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

b. Pembahasan ini sangat sesuai dengan keilmuan penulis sehingga
memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan tentang
permasalahan ini.

C. Latar Belakang Masalah
Istilah desa berasal dari bahasa sansekerta, deshi, yang artinya tanah
kelahiran atau tanah tumpah darah. Desa merupakan suatu wilayah yang
ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-
royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara
sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Dalam kerangka
ketatanegaraan Indonesia, istilah desa mengacu pada pembagian wilayah

n

admmﬁlktratlf di Indonesia dlhawah cam/atan yang dipimpin oIeH"Repalgl

—o .\ g

\ A [ ; 4 e

\ - ] &

D‘esa 57\ i ,'.’.{f‘ / "')
- 5

PeTa{uIa@Eemerlntah Nomor 11 Tahun 2019 Tentanngmﬁéﬁéﬁ'Kedua
Atas Peraturan WN 43 Pentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Taht@in 2014 Tentang Desa, bahwa

untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan

pemerintahan desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekertaris
Desa, dan perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap

kepala Desa, sekertaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.®

" Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
® Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2019



Desa adalah arena partisipasi publik, warga untuk ikut serta terlibat
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan
kemasyarakatan.” Desa merupakan setingkat kelurahan yang merupakan
paling bawah dalam pemerintahan.’® Pada tingkat paling bawah inilah desa
diharuskan mempunyai tata kepemimpinan yang tersusun dengan baik dan
mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadikan desa sebagai tempat
yang kuat untuk menjadikan desa sebagai tempat yang menyimpan segala
urusan yang berhubungan dengan masyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
Pemerintahan desa memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangganya
sendiri (Wewenang otonomi/pemerintahan sendiri). Pemerintahan Desa
merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran

. i
itrategls \dalam pengaturan masyarak desa dan keberhasilan pembangunarj
__\ ""‘ :',:-w[ ‘ _) /. : \\ L / '

) '-, .,/‘ 4

na‘sione\I j (N Yy

v . ,,;,-'

Se]ak:djiel_agkannya Undang-Undang Nomor 6 tahugjze'lil’ tentang
Desa, maka pemeWh DaerahPemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dapat melakukah penataan DéSa. Hal tersebut bertujuan untuk

mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat

peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola
Pemerintahan Desa, Dan meningkatkan daya saing desa.’? Dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2), menyebutkan bahwa

° PPRI No.72 Tahun 2005 Tentang Desa, h. 7.

19 pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

'2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 7 Ayat (3)



pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.*®

Pemerintahan desa yang demokratis adalah pemerintahan yang lahir
dari bentukan masyarakat sendiri dan bukan merupakan hasil rekayasa elit
penguasa. Dengan demikian, pemerintahan jenis ini setidaknya mengakui tiga
kuasa yang ada, yang menjadi kekuatan utama penggerak pemerintahan desa.**

Untuk program pemerintahan yang efektif maka perlu adanya
pemimpin dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi
baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan program dalam pembangunan desa.
Penilaian masyarakat terhadap kinerja aparatur desa sangat penting, karena ini
menjadi evaluasi terhadap program kerja yang dilakukan. Dalam pandangan

>

r“uasyaﬂkat terhadap kmerjapaparjr ﬂasa sangat dlperlukavi untulj(
rah

méngko\nd|5|kan masyarakat a]_]peﬁalkan dalam semua I:atanan

P ,,»’

i

kehldupanmEm_ka, g

Pasal 24 Unwi Nomor 6 TWutkan adanya asas
keterbukaan yang dimaksud agdr masyarakat*mengetahui berbagai informasi
tentang kebijakan dan program dalam pembangunan desa yang sedang dan
akan dilaksanakan. Keterbukaan yang dimaksud adalah pada saat masyarakat
mengurus urusan umum seperti membuat surat domisili, surat pindah, akta

kematian, KK, e-KTP. Namun pada kenyataannya penulis pernah menemui

pada saat memberikan pelayanan masyarakat memerlukan waktu yang lama

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (2).
4 Khairuddin Tahmid, Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
(Bandar Lampung: Aneka Printing Metro, 2004), h. 76.



seperti pada saat pembuatan e-KTP bahkan seperti tanpa ada kejelasan, disini
penulis tertarik membahas bagaimana kinerja aparatur desa yang ada di Desa
Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

Hukum Islam mengatur tentang kepemimpinan, Pemimpin Negara dan
Kepala Negara. Pemimpin Negara bisa diartikan sebagai Kepala Negara yaitu
Khilafah lebih menunjuk kepada fungsi manusia secara keseluruhan daripada
kepada seorang Kepala Negara."® Khilafah adalah pemimpin yang diangkat
sesudah nabi wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas
sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan.®

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian
ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk karya tulis
ilmiah dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KINERJA

. o

PA ﬁTUR DESA DALAM PE YANAN MASYARAKAT ,S'fﬂdl dj

[ e

Désa T»(lharjo Kecamatan Merbau M
N

r{1_l§ab_paten Lampung Selatan‘

v‘/

—+

,4“‘:' -
AN

D. Fokus‘l:’eneht@a___, gl
Berdasarkan Qang masalah yawa fokus penelitian
penulis adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kinerja aparatur desa
dalam pelayanan masyarakat di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram
Kabupatem Lampung Selatan? Fokus penelitian tersebut kemudian akan

dijabarkan dalam dua sub fokus penelitian yaitu:

1. Kinerja aparatur desa menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016

> A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu
Syariah, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana,2003), h. 59.

16 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Cet. Ke-26 (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2015), h.36.



2. Tinjauan hukum Islam terhadap kinerja dalam pelayanan masyarakat
E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana kinerja aparatur desa dalam pelayanan masyarakat di Desa
Triharjo Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kinerja aparatur desa dalam
pelayanan masyarakat di Desa Triharjo Kec. Merbau Mataram Kab.
Lampung Selatan?

F. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kinerja aparatur desa dalam pelayanan masyarakat di Desa

Triharjo Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan.

.

T _,/‘./.
2 In@ mengetahui bagairrk_ai?ah tinjauan dhukum - Islam terhadaBT[herj%
h \,v‘ At l u > SN P — 25

¥

) - 4 W Ny AT
\_‘_ap\)a\ratur desa dalam pelayanan masyara at\ﬁl Desa Triharjo Kec. Mer/b‘éu
T P
N, N A

Mataramakab. Lampung Selatan. —

G. Signifikansi PeneﬂN f
Kegunaan diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu:

1. Kegunaan secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan yang berharga bagi peneliti, dan selanjutnya juga dapat
memperkaya khasanah keilmuan tentang kinerja Aparatur Desa dalam
pelayanan masyarakat di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram
Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 dalam

perspektif figh siyasah.



2. Kegunaan secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap aparatur desa dalam mewujudkan kinerja aparatur desa dalam
pelayanan masyarakat yang baik.

3. Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana Hukum di
Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian
Penelitian ini akan berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang
dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode
tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian
Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (field rescarch).

(Menurut Kartini Kartono, penehtlan angan yaitu penelitian lapangan yana

—__L l,

\
dklaldkkan dalam kancah keh‘ldu a

Ao,

djbe_arnya 7 Dalam penelluan ini,

penelltlan ‘menggunakan - pendekatan kualitatif dengan _me metgdﬂﬁvawancara
kepada responder~ ’
2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah desain penelitian
studi kasus yang bertujuan mengeksplorasi secara mendalam suatu program,

kejadian, atau aktifitas, proses atau seorang individu atau lebih. Kasus yang

diteliti terikat dengan waktu dan aktifitas dan penulis mengumpulkan

17 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet Ke-VII, (Bandung:Mandar
Maju, 2004), h. 34.
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informasi secara detail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan
data dalam waktu tertentu.

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana data yang diperoleh dari
lapangan disimpulkan lalu dianalisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode
dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat skripsi, gambaran, atau
lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri
serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.*®
3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari
seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.'® Adapun yang menjadi
populasi dalam penelitian disini diantaranya adalah perangkat pemerintahan

desa seperti, Kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD, Kadus, Perangkat Desa dan

~

. o
masyaquat Desa Triharjo K(ecam Merbau Mataram Kab. Lampund

-9 [

Selatw Seperti  Tokoh A'ama tok l{_Ma_yarakat tokoh pemuda dan
D

y
i ’
R

Masyarakatiagsijg[ nnya. _—

Sampel yang digu Purposive Samph ;uan sampel dalam

teknik ini dengan pertimbangah khusus sehin!ga layak dijadikan sampel.?
Penelitian ini yang menjadi objek sampel berjumlah 10 orang yang

merupakan dari perangkat desa dan masyarakat desa yaitu: 1 Kepala Desa, 2

Orang perangkat Desa terdiri dari: 1 orang BPD, 1 orang sekertaris Desa, 1

orang kepala dusun, dan 6 orang masyarakat terdiri dari: 1 orang karang

18 Kaelan. M.S. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: pradigma,
2005), h. 58.

19 Juliansyah, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147.

20 juliansyah, Metodologi Penelitian, h.155
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taruna, dan 5 orang tokoh masyarakat di Desa Triharjo Kecamatan Merbau
Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
4. Prosedur Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil
penelitian dilapangan dalam hal objek akan diteliti atau digambarkan
sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.?*

Data yang didapat berupa gambaran langsung yang didapat dari
penelitian langsung lapangan dan juga berupa wawancara yang
dilakukan oleh penulis kepada beberapa aparatur desa dan juga warga
masyarakat.

b. Data Sekunder
. Data sekunder adalah dat ang dlperoleh atau dlkumpul{?’ﬁ oIeJ

iy [

éﬁéll ian Jﬂ] S\mber sumber yang telah’aga

— ]

¢

\\:-:»Qrang yang melakukan‘
Pengumg_:.dan data sekunder dilakukan dengan cara me_ﬂgadakan studi
kepustakaan ~eseach). Studi P .dilakukan dengan
maksud untuk memperoleh arah pemiKiran dan tujuan penelitian yang
dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah
literatur-literatur yang menunjang, peraturan peundang-undangan serta

bahan-bahan bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan

permasalahan yang akan dibahas.

2! suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi Il,
Cet. Ket-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 114.

22 |gbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2002), h. 58.
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Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang
memiliki kredibilitas yang tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan
data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai
prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam
pengumpulan data.”®
1) Wawancara

Proses memperoleh penjelasan, pembuktian, dan untuk
mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang akan
diangkat dengan menggunakan cara tanya jawab biasa sambil bertatap
muka ataupun tanpa bertatap muka.

2) Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang

e

w A

\,._' > menjawab pertanyaan/peneliti
@

- 2
l “Tdiperlukan untuk menyar.kan bzyan real suatu peristiwa atau L untui}
j

3 Boumentasi >
Merupakwiumpulan data w j'umlah besar data

tersimpan dalam bahan Yang berbentuk” dokumentasi seperti dokumen

peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan bahan bacaan

lain.

2% Sujarweni, V. Wiratama, Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31
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5. Prosedur Analisis Data
Setelah peneliti memperoleh data yang kemudian digunakan untuk
penulisan, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan cara
sebagai berikut, yaitu:
a. Pemeriksaan data
Pemeriksaan data yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang
telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk dan
terkumpul itu tidak logis dan meragukan.*
b. Penyusunan atau Sistematis Data
Penyusunan atau sistematis data yaitu mengelompokkan secara
sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi

data dan urutan masalah.?®

6 Pemerksaan Keabsahan Daxa L Vo J
\ N__\ ‘; [*~ .-‘_*':‘“ f

9 AHQHSIS data merupakan
N

melakukaﬁ;k&gan atau telaah terhadap hasil pengolahan_dz da;asjang dlbantu

ke |£r{_hai_m penelitian yan ber/upa

dengan teori-teori didapatkan seb ¢ Analisis data yang

diperoleh akan dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu suatu cara
analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data
yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah

laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.?’

24 Suharsimi Arikunto., Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 175.

2% Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), h. 9.

26 Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
Cet. Ke-1V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2017), h.183.

2" Mukti Fajar ND, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, h.192.
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BAB Il
LANDASAN TEORI
A. Klasifikasi Hukum Islam dan Ruang Lingkup Hukum Islam

1. Klasifikasi Hukum Islam

Sifat keilmuan hukum Islam tidak bisa dilepaskan dengan agama Islam
dimana ilmu hukum Islam itu muncul dan bersumber. Pengkajian hukum
Islam tidak bisa melepaskan diri dari pengkajian agama Islam. Hukum Islam
secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber
hukum yang bersifat “Nagliy” dan sumber hukum yang bersifat “Aqliy”.
Sumber hukum nagliy adalah Al-Quran dan Sunnah, sedangkan sumber
hukum agliy adalah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan
olah pikir dengan beragam modelnya. Kandungan hukum dalam Al-Quran

dan h_?ils kadang kala ber5|fat prlns il y@ng general (zanni) sehingga perIJ

-9

=

|h1erp(etaS| untuk penerapann a lL_ihm_Jslam adalah hukum! )ggmg
N

>

bersumBerdaﬂ_,Al Al-Quran dan menjadi bagian agama Islam.”, _..,2—3’

Hukum IslaNengertian syariwa dasarnya adalah
berbagai ketentuan dari Al menyangktt pengaturan hidup individu,
keluarga, masyarakat dan negara, yang kemudian dikembangkan melalui
suatu cara berfikir sistematis yang disebut dengan ijtihad. Memerhatikan kata

hukum dan keadilan yang berasal dari bahasa Al-Quran, hukum menurut

Islam mencakup ketentuan, perintah keputusan vonis, kebijakan dan

28 Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Cet
ke 3,(Jakarta: Kencana,2017), h.1.

2° Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015), h.42.
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pengendalian yang berasal dari Allah serta legislasi manusia untuk
menegakkan keadilan dalam kehidupan individu dan kelompok.*

Pada zaman Nabi, hukum-hukum atau penetapan-penetapan hukum itu
belum mendapatkan bentuk tertentu. Hukum Islam pada waktu itu masih
merupakan sesuatu yang lahir dari ucapan-ucapan Nabi atau yang tampak
pada tindakan Nabi.*® Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun
merupakan sebuah aturan-aturan untuk diterapkan didalam sendi kehidupan
manusia. Karena banyaknya ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya
dalam bidang agama yang seringkali membuat pikiran umat muslim yang
cenderung pada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam
sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:*

a. Al-Quran

~

- |

Stimiber hukum Islam yang perta ad)a#ah Al-Quran, sebuah Kftab sucj

. -__\ [ \ P
ur‘nat musllm yang dlturunkah ke d m t&_akhlr yaitu Nabi Muha‘mmad
\

SAW memluwalalkat Jibril. Al-Quran memuat kandung_lganﬂﬁngan yang
berisi perintah, Iqiuran, kisahw%n, hikmah dan
sebagainya. Al-Quran menjefaskan secara” rinci bagaimana seharusnya
manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak

mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk

menetapkan suatu syariat.

187

%0 Abdul Majd Khon, Ikhtihsar Tarikh Tasyri’, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), h.

%! Beni Ahmad Saebani, llmu Ushul Figh, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.82,
%2 Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, dalam Jurnal Ilmiah

Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 (Tahun 2017), h.24
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b. Al Hadis

Sumber hukum yang kedua adalah al-hadis, yakni segala sesuatu yang
berlandaskan pada Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perilaku atau
diamnya beliau. Dalam al-hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala
aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadis yang mengalami
perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti
segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan, maupun persetujuan dari
Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

c. Ijma’

Kesepakatan para ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman
Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma’ yang dapat
dipertanggung jawabkan terjadi pada zaman sahabat, tabiin (Setelah sahabat),
E;;l tabi’ut tabi’in (setelah tal:(nn) ena, pada zaman mereka para ula?r@

~’_*'_\ [

te‘iah qurpencar dan Jumlahn'a b
N

— ]

P

-]

lL_hampersellsman makin banyak

sehlngga tak:dﬂgat dipastikan bahwa semua ulama telah be ,rgp_akat—

d. Qiyas ‘\ f
Sumber hukum Islam yang Reempat setelgh Al-Quran, Al-hadis, dan Ijma’

adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya
dalam Al-Quran atau pun Al-hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang
serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika
suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama
Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui

permasalahan hukum tersebut, kemudian kasus lainnya yang sama dengan
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kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus
tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

Hukum Islam juga bisa diartikan sebagai seperangkat aturan yang berisi
hukum-hukum syara’ yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan
perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Alguran
dan hadis) dan dalil-dalil syara’ lainnya (berbagai metode ijtihad).*® Dasar
dan kerangka hukumnya diterapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur
hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi
juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam
masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu
seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya

sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia

N __
dengan benda dalam masyarakm sert lam /sakltarnya i J
= .’_":'-‘“. f
\’ _—\ ’ - [ j
»secara sederhana terlmtas dalam pI_}an_mengenal peraturan- peraturan

.,

atau seperanggat at_norma yang mengatur tingah laku rrla__n_ugm:dai"am suatu
masyarakat, baik ~au norma. itu bWﬁaan yang tumbuh
dalam masyarakat dan berkemBang dalam maupun peraturan atau norma yang
dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bertolak dan

beranjak dari sumber dengan mengacu pada tunjukan dalilnya maka

%% Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.15
% Muhammad daud, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia,h. 38
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disepakati di kalangan ulama bahwa hukum Islam terdiri dari 2 bidang kajian
hukum, yaitu Hukum Syara’ dan Hukum Figh.*®

Imam Abu Hanifah mengartikan bahwa syari’ah adalah semua wahyu
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sementara Imam Syafi’i mengartikan
syariah dengan peraturan-peraturan lahir yang bersumber pada wahyu dan
kesimpulan-kesimpulan yang dapat dianalisa dari wahyu mengenai tingkah
laku manusia. Dimaksudkan dengan istilah wahyu dalam pernyataan Imam
Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah.
Dengan demikian menurut keduanya syariah adalah nilai-nilai yang langsung
bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.*

Hukum Figh itu adalah sekumpulan hukum syara’ menyangkut

perbuatan dan perilaku yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci.

-9

— ]

Deng_'ﬁ demikian dapat pular\dlteg kan B\ahwa Hukum Figh |tu adaIaIJ
\ /
Hukum |mpI|S|t (tersirat) dalam cak p r{pﬂh A\I -Quran dan/atau Sunnah

,

A1 Qutagadalah petunjuk dan sumber hukum-bagi keh keh.g{uparrmanusm
Menurut Moenaw“’ |-Quran adalah |Pa.liah manusia yang
paling sempurna dengan sefala penjelasdh yang telah sempurna dari
Rasulullah SAW, yang tidak pernah menjelaskannya dengan hawa nafsu,

kecuali atas dasar wahyu dari Allah SWT.*’

% Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum
dan Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h.22.

% Bunyana Sholihin, Metodologi Penelitian Syariah, h.28.

%7 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Figh (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2012), h.147.
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2. Ruang Lingkup Kajian Hukum Islam

Kajian hukum Islam sesuai menurut target kemaslahatan yang hendak
dijangkau mencakup kemaslahatan dunia dan akherat. Untuk ketentuan
hukum kemaslahatan hidup di akherat kelak termasuk dalam cabang ibadah,
yaitu masalah yang berkaitan dengan urusan pendekatan diri kepada Allah.
Sedangkan hukum yang menawarkan kemaslahatan hidup di dunia, yaitu
yang berkaitan dengan pengaturan pemeliharaan kemaslahatan baik secara
individu maupun sosial kemasyarakatan (sebagian ulama memasukkannya
dalam kelompok cabang adat) terbagi dalam beberapa cabang sesuai bidang
permasalahannya, yaitu masalah hubungan kekeluargaan, hubungan
keperdataan dan hubungan kepidanaan.®

Firman Allah SWT Q.S An-Nisa (4):135

A

%\ fiiw%“ 5 (,.iwu 61.”5 .\Urﬂ/wu W ANKRARS \L@_,s\f

3?&%&)”)}’0‘ 58 3 "M«b“\ﬂb‘rﬂ)‘u;&dl
\}«..7— d}lw/ "lr%lé/ujél «——"“':;’f
P e N

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia
kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang
dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau
enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha
Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa (4):135)

Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 135 bahwa Allah

SWT memerintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk selalu menjadi

%8 Bunyana Solihin, Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan
Perundang-Undanga, h.30.
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penegak keadilan bersaksi dihadapan Allah atas yang telah diperbuat oleh
bapak/ ibu atau kerabat, tidak memandang kaya atau pun miskin dan Allah
memerintahkan untuk tidak pernah mengikuti hawa nafsu hanya karena ingin
menyimpang dari kebenaran, Allah maha mengetahui atas segala yang kita
perbuat.
3. Ciri-ciri Hukum Islam
Ciri-ciri utama hukum Islam, yakni:*®
a. Merupakan bagian dan sumber dari agama Islam
b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari
iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam
c. Mempunyai istilah kunci yaitu:
1). Syariat terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad

y >, =
A |

R Z
1 2). Fikih adalah pen]pt}q_majdan pasn pemahaman manusia'ter ntanJ

) y b
WP . AN £ /
& syariah. L
A ‘>\“ yaria y .
d.“Terdiridari dua bidang utama yakni: .

2). Muamalah

e. Strukturnya berlapis, terdiri dari:
1). Nas atau teks Al-Quran
2). Sunnah Nabi Muhammad (untuk syariat),
3). Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan

sunnah,

*Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, h. 52.



21

4). Pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim,
maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat
(untuk fikih)
f. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala
g. Dapat dibagi menjadi hukum taklifi yakni al-ahkam al-khamsah
yakni lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima
penggolongan hukum yakni ja’iz, sunnat, makruf, wajib dan haram,
dan hukum wadh’i yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi
atau terwujudnya hukum.
Ciri ajaran Islam selanjutnya dapat diketahui melalui konsepsinya
dalam bidang politik. Dalam al-quran surat An-Nisa ayat 59 terdapat perintah

menaati ulil amri yang terjemahannya termasuk penguasa di bidang politik,

- >
peme—rl'htahan dan negara.®® ., Yiags J
“’—"—\ ;"" .'" i"' L':'Aﬁ y
; i
sl\:lrman allah SWT Q.S An-N sa]SJj9 @ y: /.;-’
\\(4\ \». (‘/I; ;:,,'
3)3’{ st G 0P O vgw U1 afs Iz 15y o 0 L

”"VUN&L Joo L \J,\

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa (3): 59)

Jelas dikatakan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-

Nisa ayat 59 bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman

““Abuddin Nata, Metode Studi Islam,Cet ke-19 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2012), h11l.
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untuk taat kepada Allah SWT dan rasul-Nya serta kepada ulil amri, apabila
dalam suatu musyawarah untuk mencari kebenaran ada yang berlainan
pendapat maka kembalikan lah kepada petuntuk Al-Quran serta sunnah maka
itu akan lebih baik dan lebih utama untuk umat muslim, Dengan demikian
akan lebih baik akibatnya untuk dikemudian hari.
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Islam

Indonesia adalah negara dengan beragam budaya dan agama, terbentang
luas dari sabang sampai merauke, yang dihuni oleh beragam suku bangsa
dengan adat dan kebiasaan yang sangat beragam. Persoalan politik Islam
tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang interpretatif.

Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT, tuhan semesta
alam, kepada Rasul dan Nabi-Nya yang terakhir Muhammad SAW melalui

(malaﬁé\t Jibril untuk dlsampalkan pad/a \seluruh umat manusia sam?aa}

SN A

L@Jr@ Surat Ali- Imran ayat 164

'r/

/ >
dlsebu\kaﬁhaima g __ >

Firman aIIanran (@;P

= dfs © R e Osem Sanaly 592l D ) 0k S 155
Ay

deng\an akhir zaman nanti/

Artinya: Dan hendaknya wajib diantara kamu segolongan umat yang
mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kebenaran dan
melarang berbuat munkar, dan itulah orang-orang yang beruntung.

(QS. Ali Imran (3); 104)

*Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 236.
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Dalam firman Allah SWT diatas dapat disimpulkan bahwa Allah
memerintahkan kepada umat manusia untuk saling mengingatkan dan
mengajak kepada kebaikan dan Allah dengan tegas melarang untuk
melakukan perbuatan munkar karena sungguh semua itu termasuk kepada
golongan orang-orang yang beruntung.

Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-
badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam suatu negara dalam rangka
mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam artian sempit, pemerintah
adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta
jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem
pemerintahan diartikan sebagai sesuatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai

komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi

"\ =) ‘//]

dalam mencapai tujuan dan fumgsl pe rlm;ahan Vi
-.__\ ,_._._‘- y

\, A /

»Eemerlntah sebagai .‘ eIak an l_gem_r;mtahan negara seha’rl harl

‘( ‘/

merupakan&zg;u U organisasi kenegaraan yang dibentuk atas. da_aarikepercayaan
(trust) publik Wn (avaliabil'li_.' Penyelenggaraan
pemerintahan yang baik atau™tidak baik, tftak hanya semata-mata terjadi
karena ketentuan hukum yang tidak jelas, manajemen pemerintahan yang

kurang baik, atau berbagai faktor tata laksana pemerintahan lainnya, tetapi

juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya.*

*2 Herjanti, “Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah”. Jurnal
Agidah-Ta, Vol.lll, No. 2, (tahun 2017), h.159

“3 Safri Nugraha, Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan Yang
Baik, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, 2007), h. 3.
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Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan landasan bagi
penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era
globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol
masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintahan, sementara fenomena
globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antara bangsa, terutama
dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha.
Adapun sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat
terkait dengan kondisi kontekstual yang dialami oleh masing-masing umat.
Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga
sekarang, umat Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan
yang meliputi sistem pemerintahan khilafah (khilafah berdasarkan syura dan

khilafah monarki), imamah, monarki dan demokrasi.*

. _d
—Tmu politik sebagai salah sat Imu_sosial, berperan penting’ sebagai
__\ I \ P g

ttmtunan dalam menjalankan roda pjvel_]tamm Tata cara ataupun p’rmsm-

h

N

pr|n5|p pemEﬁgtahan tersebut tidak hanya sesuai dengan undaggnﬁdang yang

berlaku, tapi juga*esuai dengan s" .' Adapun prinsip-
prinsip pemerintahan yang sestiai dengan syariat tersebut yaitu meliputi tata
cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana seorang pemimpin
dalam mengemban tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya
kemaslahatan warganya baik secara fisik, material maupun secara mental

spritual (kejiwaan), hal ini sejalan dengan Qaidah figh. Pemimpin memikul

tanggung jawab dan berusaha untuk menangani masalah yang mereka hadapi.

** Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik
Islam, (jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), h.204.
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Pemimpin tersebut mengidentifikasi dan memahami keinginan dari
bawahannya. Hal tersebut hanya dapat berhasil melalui pengembangan
lingkungan dan saling pengertian yang dapat dicapai melalui berbagai
pertemuan konsultatif dan partisipasi. Pemimpin mengalihkan rencana-
rencana menjadi kegiatan dan membuat rencana-rencana menjadi kenyataan.
Pemimpin mengadakan komuniasi dengan rekan-rekan dan bawahannya
untuk menyampaikan rencana tersebut, menjelaskan tujuannya, memberitahu
tugas masing-masing, berusaha membangkitkan semangat kerja, berusaha
menangani ketegangan antar anggota kelompok.*°

Perwujudan yang paling nyata dari kemampuan memimpin terlihat pada
ketangguhan seseorang menyelenggarakan berbagai fungsi organik yang
menjadi tanggung jawabnya. Pemimpin yang cerdik dan ahli adalah
pemiy o

pemlmmn yang dapat merespcms korj:m I;ngkungan organisasi, dam mampgj

' B
ﬁ"rela\qjkan perbaikan secard. tef
N

us-m nLl]s sesuai dengan tuntutan fdalam

organlsaSi “Remimpin yang berpotensi adalah merek__;,ga_;_;g:mengetahm

bahwa tim-tim yaNan harmonis, un"sia yang mengarah
pada diri sendiri secara total dan akan jauh lebih berprestasi dibanding dengan
sekelompok individu terpencar-pencar yang beroperasi bersama karena
kebetulan, khususnya di lingkungan yang multi-ahli, rotasi pekerjaan

penilaian berbasis informasi dan pengembalian keputusan kosensus

menentukan suatu kinerja.*®

*® George R.Terry, Prinsip-prinsip manajemen,Cet , ke-11, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2011),h. 153

“% 1smail Nawawi Uha, Budaya Organisasi Kepemimpinan Dan Kinerja, Cet, Ke-2,
(Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 164.
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Pada umumnya apa yang dimaksud politik itu adalah suatu yang
berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau
negara, yang dalam hal itu menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan
tujuan-tujuan itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan
kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan
pembagian atau alokasi sumber-sumber dan berbagai sumber daya yang ada.
Untuk hal demikian diperlukan kekuatan (power) dan kewenangan
(authority), yang dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk
menyelesaikan suatu konflik yang mungkin timbul dalam proses tersebut.
Kekuasaan dan otoritas itu dapat dipakai secara persuasif, bisa juga secara
koersif (paksaan) jika diperlukan.*’

Kata khilafah dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal

- |

yang menglsyaratkan adanya;subje atau, pelaku yang aktif yangTsebuj

[ .
Rhllafqh Dengan demikian meru u
N

~

a{_éragkalan tindakan yang dllatkukan

seseorang, Waiu_seseorang disebut khilafah. Istilah khllafab._ﬂdaiah sebutan
untuk masa peme~ ilafah. KhilaWn Khaldun adalah
tanggung jawab umum yang® dikehendaki* oleh peraturan syariat untuk
mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat untuk umat dengan merujuk

kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka

kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. Hakikatnya

*’Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik,Cet, ke-2, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2014), h. 119.
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sebagai pengganti fungsi pembuat syariat (Rasulullah SAW) dalam mengatur
urusan agama dan mengatur politik keduniaan.*

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin
didunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da’wah
Islam ke seluruh dunia. Menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi semua
kaum muslimin diseluruh penjuru dunia. Dan menjalankan kewajiban yang
demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah
atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan
maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih
Berdasarkan ikma’ sahabat, wajib hukumnya mendirikan kekhalifahan.*

Pemimpin dalam hal ini harus memiliki prinsip tolong-menolong dan

membela yang lemah, bukan malah menindas rakyat yang lemah dan

~

R i
memja rakyat dengan keadaan e noml lebih mampu agar tevmptanyd
\ ‘ [ ‘

ﬁerdamalan tanpa adanya pe 'eran n Ila_],lm_aq manusia. Seorang permmpln

A ‘/

harusla?ﬁ h{Sa;_menegakkan hak asasi manusia. Adapun_sel seogﬁngrpemlmpm
yang ingin memiliﬂetapkan seoran" I'am melaksanakan
suatu urusan, pemimpin haruslah melihat Seseorang tersebut apakah bisa
dipercaya atau tidak, apabila orang tersebut merupakan orang yang dapat

dipercaya barulah bisa diberikan suatu tanggung jawab untuk menjadi pejabat

dalam melaksanakan suatu urusan.*

“8 Abd al-Rahman Ibn Khaldun, Mugoddimat, (Beirut: Daar Al fikri), h.13.

9 Abd al-Rahman Ibn Khaldun, Mugoddimat, h. 205.

%0 H A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umum Dalam Rambu-rambu
Syariah, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana,2009), h.8.
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Kebanyakan dari pemimpin pada berbagai organisasi di dunia adalah
orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Mereka umumnya orang-
orang yang terpelajar lulusan perguruan tinggi. Tentu saja, para pemipin yang
berlatar belakang pendidikan tinggi memiliki sejumlah pengetahuan tentang
kepemimpinan yang diperoleh dari hasil belajar dari buku-buku. Para
pemimpin yang demikian itulah akan mengandalkan pengetahuannya,
berdasarkan teori-teori yang dipelajari dan hasil-hasil penelitian yang
dilakukan sebagai pengalaman untuk diterapkan untuk memimpin dalam
suatu organisasi.™

Islam mewajibkan kepada penguasa untuk bermusyawarah dalam
perkara-perkara umum sebagaimana yang telah kami jelaskan, namun kami

tidak menemukan baik di dalam Al-Quran atau Sunnah sebutan spesifik apa

~

- o

yangﬂd{sebut dengan ahlul ;h;lll I aqdq Tugas mereka tlda,k hanyd
/ 7[.

rka al_]‘num kenegaraan, mengeluarkan

,

undang undmgg_gg berkaitan dengan kemaslahatan dan n_d.&k,heﬁabrakan
dengan satu dasa%r syariat ywwksanakan peran
konstitusi dalam memilih pemfmpin yang teflinggi negara saja. Tetapi tugas

mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan

tiermqsyawarah dalam perkara—

legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap
pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran

terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.>?

> Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Pt Gelora Aksara
Pratama, 2012), h.339.
°2 Farid Abdul Khalig, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 80
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B. Kinerja aparatur desa
1. Pengertian Kinerja

Secara harfiah kinerja adalah kata benda yang pengertiannya sama dengan
hasil atau prestasi, kinerja dalam literatur manajemen dan organisasi memiliki
makna yang lebih luas dan beragam, bukan sekedar hasil atau prestasi. Kinerja
merupakan suatu yang telah dicapai oleh seseorang atau organisasi. Kinerja
adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator
suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Suatu kinerja hanya
bisa diketahui jika individu atau kelompok mempunyai kriteria keberhasilan
yang telah diterapkan, kriteria keberhasilan yang dimaksud dalam hal ini
berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada

suatu tujuan dan target Kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat

B __
Alketah"ur karenatldakadatolakukurd alamnya y. = j
k, frre— & b AN

'.»l\(merja merupakan mdlkat r Ln] mgnentukan bagalmanafusaha
untuk meneaag; I.tingkat produktivitas yang tinggi dalam suawfm:gaﬁrsam
Keberhasilan penqcapaian tugas i’ dividu akan dapat
mengarahkan penetapan kinerja organisasi. Penilaian kinerja dititik beratkan
pada suatu proses pengukuran yang memberi perhatian pada teknik-teknik
penilaian. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan

tanggung jawab dari masing-masing orang, dalam rangka upaya mencapai

53 Jaitun, Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan pemerintah di desa,eJurnal
Pemerintahan Intgratif, (1 Januari 2013): 95

> Rendara Risto Wauri, “Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan
Pelayanan Publik”. (On-Line), tersedia di: https://ejournal.unsat.ac.id.(1 Oktober,2019)
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tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan
sesuai dengan moral dan etika. Ini menjelaskan bahwa kinerja adalah tingkat
keberhasilan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya.
Kemampuan seseorang merupakan ukuran pertama dalam menigkatkan
kinerja yang ditunjukkan dari hasil kerjanya. Artinya, mampu atau tidaknya
seseorang melaksanakan suatu pekerjaannya yang akan menentukan suatu
kinerja. Selanjutnya kemampuan ini harus pula diikuti dengan tanggung
jawabnya terhadap suatu pekerjaan. Secara teori dikatakan bahwa kinerja juga
perlu didukung oleh motivasi yang kuat agar kemampuan yang dimiliki dapat
dioptimalkan.>®

Penilaian kinerja merupakan suatu fungsi dari manajemen sumber daya

manusia, maka sudah seharusnya untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya.’

~

-

ﬁ'ujuan dilakukan evaluas; kinerja da{am penyelenggaraan pé'l'é“yanad
¥ ——\ “"‘ ::--w[ ) -) / ‘\\ /l‘/' ,:
ﬁubllk\ yaltu i (N /.,

a. I\/Iengetahwr_fc;a@mn kinerja penyelenggaraan pelayana__p_lm

b. Memberikan sﬂntuk penw pelayanan publik
melalui pemanfaatan hasil eValuasi

c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi Kkinerja penyelenggaraan

pelayanan publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan.®®

*® Lijan Poltak Sinabela, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cet ke-2 (Jakarta: PT Bumi
Aksara: 2017) h. 481

% Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik), Cet Ke-1 (Jakarta: PT.
RajaGrafindo, 2016), h. 182

> Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia, h.196.

*® Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 10 Ayat (1).
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Kinerja juga dimaknai dengan prestasi kerja dalam hal pelaksanaan tugas
atau perintah, fungsinya, kewajiban untuk menempati janji serta proses
tindakan yang diambil menurut kepuasan batin dengan berdasarkan pikiran
bebas pelaku pemerintahan yang bersangkutan dan siap memikul segala
resiko dan konsekuensinya.

2. Teori Kinerja

Menurut Wexley dan Yukl (dalam Sinabela, 2012), kinerja merupakan
implementasi dari teori keseimbangan, yang mengatakan bahwa seseorang
akan menunjukkan prestasi yang optimal apabila ia mendapatkan manfaat
(benefit) dan terdapat rangsangan (inducement) dalam pekerjaannya secara
adil dan masuk akal (reasonable). Dalam teori keseimbangan memperlihatkan
bahwa Kinerja yang optimal akan dicapai jika terdapat rasa keadilan yang

.

\ -
dlrasékan pegawai. Berbagar |nd| tor /yang dapat mengkibatkan rasJ

N’_*'_\ [

A= 7
Readl{@n tersebut menurut téoritin aﬁ]la\\_hmanfaat yang berartl bahwa
A >

seorang pega;\yal dalam- malaksanakan tugas-tugasnya_d dgpafmerasakan
manfaatnya. Untw kinerja iPtandar pencapaian
melalui penulisan pernyataarttpernyataan tentang berbagai kondisi yang

diharapkan ketika pekerjaan akan dilakukan. Kinerja yang baik akan

P—— =

dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tingkat kemampuan dan motivasi kerja yang

baik. Kemampuan seseorang dipengaruhi pemahamannya atas jenis pekerjaan
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dan keterampilan melakukannya, maka seseorang harus dapat meningkatkan
kemampuan dan keterampilannya.>®
3. Ukuran Kinerja

Suatu Kkinerja bisa diketahui apabila individu atau kelompok dari individu
tersebut menetapkan atau telah memiliki kriteria keberhasilan yang telah
ditetapkan. Penilaian Kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk
mengevaluasi atau menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan
tugasnya. Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil karya yang
dicapai karyawan dengan standar pekerjaan.®

Ukuran keberhasilan dalam suatu pekerjaan sangat sulit ditentukan karena
dalam suatu pekerjaan memiliki jenis dan ukuran yang berbeda dalam
menentukan keberhasilannya. Kinerja individu atau organisasi perlu diukur

.

\ -
secara ra ‘periodik enam bulan atau |mzy setahun agar dapat dl,evaluasj
inri]j

N_A — ]

emtm y ff _;,.;.,

4, KmerjaAm;atur Desa —
PenyelenggaraWan desa P dipisahkan dari
penyelenggaraan otonomi erah. Pemerftahan desa merupakan unit

terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta

L
ﬁerkembangannya dari tahun‘

merupakan tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu
upaya untuk memperkuat desa (pemerintahan desa dan lembaga

kemasyarakatan)  merupakan  langkah  mempercepat  terwujudnya

% Lijan Poltak Sinabela, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cet ke-2 (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2017) h. 484.

8 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Gelora Aksara

Pratama, 2012), h.231.
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kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari otonomi daerah.®* Aparatur
desa merupakan orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan di suatu
desa.

Kinerja aparatur merupakan hasil kerja yang dicapai aparatur didasarkan
oleh kemampuan kerja aparatur dengan tingkat pencapaian pelaksanan suatu
kegiatan program/kebijakan yang tertuang dalam perumusan rencana kerja
aparatur desa.®®

Seorang pemimpin merupakan seseorang yang intelektual, orang yang
cerdas, berakal, cendekiawan dan mudah memahami sesuatu. Dengan kata
lain seorang pemimpin mempunyai kecerdasan intelektual tinggi atau
inteligensa dan seorang intelegensia, seorang cerdik pandai atau

cendekiawan.®®

P s

sk__k l

. 7
( Sebagaimana dalam kehldupan m erlgkan aturan atau tata tertltzi"aéngad
al j

ttqué\sk segala tingkah laku “Ber n \_wran yang baik. Dari ur;rén

>

diatas \dapatﬂ mpulkan bahwa kinerja aparatur-desa adglatl»kesu'ksesan

. ) . wn panduan dan tata
perundang-undangan yang telall ada.

®"Nur’aini Muslim dan Irawan Nasution, “Kinerja Aparatur Desa Dalam Menjalankan
Pemerintahan”, Jurnal IImu Pemerintahan Dan Sosial Politik, Vol.2 No. 2 (2014), h. 100.

%2 Jaitun, “Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa”. Jurnal
Pemerintahan Integratif, Vol.1 No. 1 (2013), h. 95.

83 Wirawan, KEPEMIMPINAN Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan
penelitian, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2013), h.15.
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C. Efektifitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
1. Pengertian Pelayanan Publik
Pelayanan publik adalah Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan dipusat dan daerah dan di
lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang/atau jasa, baik dalam
pemenuhan kebutuhan masyarakat lembaga administrasi negara. Sementara
departemen dalam negeri menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah suatu
proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan
kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan sebuah
keberhasilan. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur
pertama adalah, organisasi penyelenggara pelayanan publik, unsur kedua
adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau
cL?gEmsasq yang berkepentlngan, da UnSUks, ketlga adalah kepuasén yan/g}

[ | y
oeneri I_Van_m (pelanggan).® y /.;--'

v . ,,;,-'

Def|n|s1 ‘Wang. _kemudian dijadikan rujukan utama dalam.ggnyelenggaraan
pelayanan publik Nercantum P'Undang No. 25
Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

dlberlkqn dan/atau diterima oleh

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.®®

% Modul Pelatihan Dasar Kader PNS Pelayanan Publik
% Undang-Undang No.9 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
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Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 Pasal 1 ayat (2)
dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pelayanan publik yang selanjutnya disebut
penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan pelayanan publik.®®

Model pengelolaan organisasi pelayanan publik ini dimaksudkan untuk
memberdayakan lembaga pelayanan publik sehingga dapat mengoptimalkan
fungsi pelayanan publik dan sesuai dengan perkembangan tuntutan
perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dengan melihat model
pengelolaan organisasi pelayanan publik ini, ada beberapa aspek yang

dianggap sangat memiliki dampak langsung terhadap upaya meningkatan

. o
kualltas pelayanan publik [yaltu ada-\aspek kepemimpinan S|sterrj
__\ I \ y- \ P g
Relembagaan SDM, part|5|pa3| m syja Agapun ciri-ciri dari paratdlgma

\

pelayanan “umum_yang - berpangkal dari kemauan dan. chm:lasan publlk

(customer-driven walah:m ’
a. Lebih memfokuskan diffnpada fungst pengeturan melalui berbagali

kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi
kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

b. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat sehingga
masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-
fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama

c. Menerapkan sistem kmpetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik
tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas

d. Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang
berorientasi pada hasil (outomes) sesuai dengan masukan yang
digunakan

% Undang-Undang No.9 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat (2).
87 Taufiqurokhman, Evi Satispi, Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik,
(Ciputat: Umj Press: 2018), h.37-38.
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e. Lebih mengutamakan apa yang diinginkan masyarakat
f.  Memberi akses kepada masyarakat dan responsif terhadap pendapat dari
masyarakat tentang pelayanan yang diterima
g. Lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan
h. Lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan
I. Menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan
2. Teori Pelayanan Pubik
Lovelock, Christoper H, mengataka bahwa service adalah produk yang
tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami artinya
service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak
ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama,
tetapi alami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan.
Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik,
yaitu unsur pertama, adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, unsur
kgdua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang, masyarakat atau

'(-\
'prganrsaél yang berkepentmgah ['

aﬂ Eﬂ ‘keﬂga adalah kepuasan‘ yang

dlb\éﬂk\an\dan atau diterima oleh penerima Iayanan (pelanggan) p ”':3_‘;:"/"'"/

,‘ S =

3. Jenis-jenis Peiayanan Publik

Menurut Pamndang Nm tentang pelayanan

publik bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang

publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud
meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan, dan usaha, tempat tinggal,

komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial,

% Modul dasar calon PNS, Lembaga Administrasi Negara.
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energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor
strategis lainnya.®

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok orang atau instansi tertentu
untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka
mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik menjadi semakin penting karena
senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki
keaneka ragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan
publik dapat dilakukan oleh pemerintahan maupun non-pemerintahan.
Pelayanan masyarakat mencerminkan pendekatan seutuhnya dari seorang
pegawai pada instansi pemerintahan. Inti dari sebuah pelayanan masyarakat

adalah sikap monolog, bersahabat, dan profesional dalam memberikan

~

R i
pelayanan jasa atau produk daﬂ sua mstansl yang memuaskan masyarakaj

l
dan menyebabkan masyaraka “datan I_émQaJl untuk memohon Iayanan
\

]

i ‘./.

kepada suatﬂ:@sl_agsl. ____,z-,;:f g
Pelayanan b“’k sebagaimana w gliputi, pengadaan
dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja.
Pelayanan atas jasa publik sebagaimana meliputi, penyediaan jasa

publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran

%9 Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
"Taufiqurokhman, Evi Satispi, Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik,
(Ciputat: Umj Press: 2018), h. 89-90.



38

pendapatan dan belanja daerah. Pelayanan administratif sebagaimana yang
dimaksud meliputi: tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh
negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka
meujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda warga negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik, Bab II, Pasal 5.

4. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Para pakar administrasi publik menjelaskan bahwa ada banyak prinsip
yang perlu dipenuhi agar pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih baik.
Fitzsimmons (1982) mengatakan bahwa:

Rasa puas orang yang memerlukan pelayanan bisa diartikan dengan
perbandingan bagaimana pandangan antara pelayanan yang diterima dengan
hara@elayanan yang dlharapkgn ,"j“ ’/{J

\ sQadl dalam pelayanan ; ""er;e{rm\jnl I_Sa ‘Puas masyarakat terpenuhljblla
apa yang=d:b§gkan oleh pemerintah kepada mereka SESU&IngﬂQ&ﬁ apa yang
mereka harapkan. ~s§arakat mength.uatan kartu tanda
penduduk, dan lain-lain dikerjdkan dalam waktu yang singkat, dengan biaya
relatif murah serta mutu yang baik. "

Pelayanan terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu sebagai berikut:

a. Biayanya relatif harus lebih rendah.

b. Waktu untuk mengerjakan relatif cepat, dan

c. Mutu yang diberikan relatif lebih bagus.

' Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
"2 Inu Kencana Syafiie, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia,cet ke-1
(Jakarta, PT Bumi Aksara, 2003)h.176.
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Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa
prinsip pelayanan publik sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan
No. 63 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pelayanan publik harus
memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:"

1. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah
dilaksanakan.

2. Kejelasan

Kejelasa ini mencakup dalam beberapa hal:

a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.

b. Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu

yang sudah ditentukan.

4. Akurasi
Produk pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat dan sah.
».5. Keamanan .
Proses dan produk pelayapan ublik, memberikan rasa anfian dan
J o, ;,‘ p. \ P y

. Kkepastian hukum. & | e Y )
6. Tanggug Jawab SRS A L)

"\Ej.mgi\nan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yar]gfd_tﬂa‘njuk
be\rTaﬂ'ggugngwab atas penyelenggaraan pelayanmiam:‘@%n’)?elesaian
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan rasarana
Tersedianya saran rana kerj n kerja dan pendukung
lainnya yang memadal¥ termasuk ‘enyediaan sarana teknologi

telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan
Pemberi layanan harus bersikapdisiplin, sopan, dan santun, ramah, serta
memberikan pelayanan dengan ikhlas.

7 Muchlisin Riadi, “Pelayanan Publik”. (On-line), tersedia di:
https://www.kajianpustaka.com/2013/01/pelayanan-publik.html (5 Oktober, 2019).
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10. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu
yang nyaman , bersih dan rapi. Lingkungan yang indah dan sehat serta
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan.

Salah satu di antara ke 10 elemen dasar konsep Osborne dan Gaebler
tentang ‘reinventing goverment’ adalah sebuah orientasi pemerintahan pada
hasil (result oriented). Artinya pemerintahan yang baik itu lebih
mengutamakan sebuah hasil (outcomes) dan bukan sekedar input ataupun
output produk layanan. Output dari proses ‘produksi’ pemerintahan itu harus
memberikan hasil, manfaat dan dampak positif bagi masyarakat, sehingga
pencapaian serapan anggaran saja misalanya tidak dapat dijadikan ukuran
yang memadai dan dapat menggambarkan sebuah manajemen Kkinerja
pemerintahan yang baik.”

- Slkap profesional akan sangat menentukan hasil dari pekerjaan ygj

dllakﬁk“ah apabila melakukan pq‘

i rﬂaﬁsml dengan apa yang d1pe‘}’|nt
da\me‘malankannya dengan baik, maka ia akan mendapatkan bala/s,an dnengan
apa yang ia keFJakan jika ia-mengerjakan.pekerjaan SeSL;';lI dengan aturan

maka ia akan mendapa ang baik

Dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S Az-Zalzalah (99) 7-8:
GA Pz 55 55 DUk ag (a5 b 0 55 QU ek 12

Artinya: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah,

niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

" Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan,Cet Ke-2 (Depok, PT Raja Grafindo
Persada, 2015) h. 48.
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Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya
dia akan melihat (balasannya). (Q.S Az-Zalzalah (99):7-8)

Islam adalah agama yang meletakkan dan menekankan nilai-nilai
profesionalitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya karena
profesional juga merupakan ciri implementasi dari tingkat seseorang yang
mencapat magam (tingkatan) ihsan.

Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata menjalankan
tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang
dipimpin. Keberhasilan kinerja aparatur sipil secara kuantitas maupun
kualitas memerlukan perhatian dan keseriusan dari aparatur sipil negara itu
sendiri untuk dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuannya dalam

menunjang keberhasilan perangkat desa atau lembaga tertentu. Upaya yang

~

e i
mungkm dapat menlngkatkarr klner yang, sinergis, setiap aparaiur S|p|j

%
|

dktuntgt untuk selalu ber5|ka' "rof sio a[_da‘la_m melakukan setiap pekerjaan

dan mem&tuuLSQ_UQp aturan yang telah ditetapkan oleh ulil amgis

Kaitannya Q pola pelaya’wtusan Menteri
Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan
adanya empat pola pelayanan, yaitu: "

a. Fungsional
Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai
dengan tegas, fungsi dan kewenangannya.

b. Terpusat
Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara
pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara
pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.

’® Ratminto & Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan Pengembangan Model
Konseptual, Penerapan Citizen’s Character dan Standar Pelayanan Minimal, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2012) h.24-26.
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c. Terpadu
Pola penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dibedakan menjadi
dua, yaitu:
1). Terpadu satu atap
Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat
yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai
keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap
jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu di
satu atapkan.
2). Terpadu satu pintu
Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat
yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan
proses dan dilayanai melalui satu pintu.
d. Gugus tugas
Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus
tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi
pemberian pelayanan tertentu.

5. Standar Pelayanan Publik
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar

tersendiri bagi pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya

~

. i
kepaéilan bagi penerima pelayanan Standar pelayanan merupakén suatlj

L}kuraQ yang kemudian dlbakuka[nldalnLden;@lenggaraan pelayanan pubhk
yang wa]rbfmglk ditaati-oleh pemberi atau penerima pelegLnag.,f i
Pasal 20 UQ“EQ Nomor. 25 T’ tentang Pelayanan
Publik Dan Badan Layanan *Umum Standar Penyelenggaraan pelayanan
publik meliputi:
a. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar

pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara,

kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

7® Ratminto & Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan Pengembangan Model

Konseptual, Penerapan h. 23
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b. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan
masyarakat dan pihak terkait.

c. Penyelenggara  berkewajiban  menerapkan standar  pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

d. Pengikut sertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait
langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan
mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

e. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut
dalam peraturan pemerintah.”’

\ =) _//
Komponen standar pelayaman se ang-Kurangnya meliputi:" i J

MRS N E—
\\a y\Dasar hukum; A '*'[ I_] ﬁ{f{ /.;-’
\b\P\ersyaratan )y 4
C. Slstem:ﬁekanlsme dan prosedur; ____..5;'::—#‘"‘/

d. Jangka waktu penyelesaian;

e. Biayaltarif;

f. Produk pelm ’
g. Sarana, prasarana, dan/atdu fasilitas.

h. Kompetensi pelaksana;

i. Pengawasan internal;

j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

k. Jumlah pelaksana;

l.

Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan
sesuai dengan standar pelayanan;

m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen
untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya, dan resiko keraguan-
keraguan; dan

" Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik Dan Badan
Layanan Umum Standar Penyelenggaraan pelayanan publik, Pasal 20

78 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik Dan Badan
Layanan Umum Standar Penyelenggaraan pelayanan publik, Pasal 21
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n. Evaluasi kinerja pelaksana.

6. Pelayanan Publik Dalam Pemerintahan Yang Baik

Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa adalah
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dimaksud
tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan
pelayanan perlindungan. Pemberian layanan tersebut ditujukan untuk
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik adalah pelayanan
yang diberikan pemerintah kepada publik, dalam konteks pemerintahan desa,
publik yang dimaksud adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal
dalam wilayah/desa yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kepentingan
yang sama terhadap keberadaan pemerintah desa berdasarkan nilai-nilai yang

mereka pegang.”®

~

- o

T?l\ustopadldjaya AR merrgeten kan, bahwa kepemerintahan y,éng ballj{

is h@ng_palmg mengemuka fdalam

,

(G?SGL Governance) meru"' akan
pengelo‘laan*agmmlstram publik dewasa ini. Tuntutan gencar_yang d’lakukan
masyarakat kepa~'§tah untuk mP. penyelenggaraan
pemerintahan yang baik addlah sejalan *0engan meningkatnya tingkat
pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengeruh globalisasi. Pola-pola
lama penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak sesuai lagi dengan

tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu

merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspons oleh pemerintah

" Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta:
PT. Gelora aksara pratama, 2011). h. 103.
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dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang baik.*

Pembagian pekerjaan yang harus dilakukan secara sistematis, sebab
menyangkut proses pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, dan juga
menyangkut kepentingan pekerja. Pekerja memerlukan jenis pekerjaan yang
sesuai dengan kemampuan , kompetensi, dan minat.

Sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik berarti baik dalam
proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan harus bisa
bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan
dari rakyat. Sejalan dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat
merupakan salah satu tujuan dari implementasi good and clean governance.

Good Governance merupakan suatu konsep yang kolektif, yang didalamnya

~

. o
mellbatkan seluruh tindakan atau ti kah Iaku yang bersifat mengé'r’éhkanj

"l
hi

-.__\

J@ pl,J_hIlk untuk mEWUJudkaJ"I nli(al

,

good daIam*k.e_lndupan sehari-hari. Good governance Jug_bgnmphkam pada

prinsip-prinsip Nng akurPran, partisipatif,
keterbukaan, dan berbasis pada’penguatan seffa penegakan hukum.®

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan lembaga

pemerintahan pada akhirnya akan melahirkan kontrol masyarakat terhadap

jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan. kontrol masyarakat yang

8 Faried Ali, Teori dan Konsep Administrasi, Cet ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2011), h. 163.

81 Ubaedillah, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, (Jakarta: Prenadamedia
Grup, 2015) h. 210.
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dimaksud kontrol masyarakat yang berdampak pada tata pemerintahan yang
baik, efektif, dan bebas dari KKN.*

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik mengatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik akan dilaksanakan
oleh penyelenggara negara atau pemerintahan, lembaga independen yang
telah dibentuk oleh pemerintah, penyelenggara perekonomian dan

pembangunan, badan usaha atau badan hukum yang diberi wewenang untuk

~

R i
meIaRsananakan sebagian tugas dan g5| pelayanan publik dan masyarakaj

S [

L}mum atau swasta yang mel‘aksan ka sle_b]ag\un tugas dan fungsi pelayanan

v‘/

——

publlk yaﬂg*ngak mampu-ditangani atau dikelola oleh pemeugiabr

Unsur-Unszik tidak w satu dengan yang
lainnya karena akan membentuk proses kegiatan (activity).®

Keempat unsur tersebut yakni:

a. Tugas layanan
Dalam pelayanan umum pemerintah harus memberikan pelayanan
sesuai dengan tugas yang diterima untuk melayani semua kepentingan
masyarakat.

b. Sistem atau prosedur layanan
Yaitu dalam pelayanan umum perlu adanya sistem informasi, prosedur
dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.

82 Ubaedillah, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, h. 218
8 Moenir AS. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara,
2008),h.186.
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c. Kegiatan pelayanan
Dalam pelayanan umum kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat
harus bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan tanpa adanya diskriminasi.
d. Pelaksana pelayanan
Pemerintah sebagai pelaksana pelayanan semaksimal mungkin
mengatur dan merencanakan program secara matang agar proses
pelayanan akan menghasilkan struktur pelayanan yang mudah, cepat,
tidak berbelit-belit dan mudah dipahami masyarakat.

7. Asas-asas Pelaksanaan Pelayanan Publik

Asas-asas pelaksanaan pelayanan publik dijabarkan secara rinci dalam

penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.Tentang pelayanan

publik yaitu, sebagai berikut:

Huruf a:
Huruf b:
Huruf c:

Huruf d:

= ]

Hurufe™ Pelaksana pelayanan’ |

% \

Pemberian layanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi
dan/atau golongan.

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan
pelayanan.

Pemberian layanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,
gende r, dan status ekonomi.

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus

r

, dilaksanakan, baik oleh perjeri ‘maupun penerima pelayanan. }

us emrllkl kompetensi yang"‘s.esual
dengan bidang tugas. E]

Huruff~ , Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelengga(aan

Huruf g:
Huruf h:

Huruf i:

Huruf j:

pejayanan dengan memeperhatikan aspirasi, keb@itthan dan
harapan masyarakat

Setiap wafi egara berhak memp anan yang adil.
Setiap penerimasy eldyanan dap mudah mengakses dan
memperoleh informaSi mengenai p€layanan yang diinginkan.

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dippertanggung
jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian kemudahan yerhadap kelompok rentan sehingga tercipta
keadilan dalam pelayanan.

Huruf k: Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai

Huruf I:

dengan standar pelayanan.
Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan
terjangkau.®

8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 4.
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Tata Kelola ASN
1. Kedudukan Aparatur Sipil Negara

Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam
melaksanakan pembangunan nasional. Kedudukan Pegawai Negeri
didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), yaitu
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.®> Pada umumnya yang dimaksud
dengan kode etik adalah sekumpulan dari norma, asas, dan nilai yag menadi

pedoman bagi anggota kelompok profesi tertentu dalam bersikap, berperilaku

-’ >

AJ‘:\_ 7 = ‘/-./ ]
dan melaksanakan kegiatan-kegjftitan ebagai, anggota kelompok dari profesj
R =" 4 » A Pl
té{seby\t ' A - V' 4

D Y e
Mentirut.Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No._42sFahun 2004,

Kode etik Pegawai imSipil adalah pedo’ f[ingkah laku, dan
perbuatan PNS di dalam melakSanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-
hari.®® Pasal 7 Peraturan Pemerintah Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
berbunyi Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari hari

setiap Pegawai Negeri Sipil wajib Bersikap dan berpedoman pada etika dalam

bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam

8 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)
8 peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (2)
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bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.%’

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

dalam Pasal 5 ayat (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan

ASN.

Pasal 5 ayat (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN sebagai berikut:

a.

b.

d.

e.

.
.

: “Tperundang-undangan daneetika pemerintahan; y
\ f. Menjaga kerahasiaan yang q'n nyan ‘Igut,‘k_\ebijakan negara; = A
\_g,\Menggunakan kekayaan dan: barangimilik negara secara bertqug/uh

Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan
berintegrasi tinggi;

Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;

Melaksanakan tugasnya dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang
berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peratura

y
y

g

\ jéwqb, efektif dan efisien;

h.

Menjaga.agar tidak terjadi konflik kepentingan wélféénakan
tugasnya;

Memberikan 4 I_secara benar dapsti enyesatkan kepada
pihak lain yang informasi pentingan kedinasan;
Tidak menyalahgunakaR informasi *intern negara, tugas, status,

kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain;

Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
integritas ASN; dan

Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
disiplin pegawai ASN.%

Ayat (3) Kode etik dan kode prilaku sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.®

87 peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, Pasal 7
8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 ayat (2)
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Nilai dasar, serta kode etik dan kode prilaku Aparatur Sipil Negara

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai Penyelenggara kebijakan

dan Manajemen ASN berdasarkan sebagai berikut:

Kepastian hukum;
Profesionalitas;
Proporsionalitas;
Keterpaduan;
Delegasi;

Netralitas;
Akuntabilitas

Efektif dan efisien;
Keterbukaan;
Nondiskriminatif;

. Persatuan dan kesatuan;
Keadilan dan kesetaraan
m. Kesejahteraan

—RT T SQ 000 o

2. Fungsi, Tugas dan Peran ASN
lﬁ\

N
."l

ﬁ'qrmuat dalam Pasal &Ot Unj
Tent‘éqg Aparatur Sipil Negara berb

Negara\berfnﬂg& sebagai:
a. Pelaksana ki blik
b. Pelayan publik dan

c. Perekat dan pemersatu bangsa

Undang Nomor 5 Tahyfi 2614

B_hwa pegawai Aparatuy §J{5|I

4
g

-

Aparatur Sipil Negara juga mempuyai tugas sebagai mana yang telah

diatur pada pasal 11 yaitu:

a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibua oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan

8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5.
% Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2
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b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas

c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

Pasal 12 telah mengatur tentang peran bagi Aparatur Sipil Negara yang

berbunyi bahwa, Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana,

pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik

yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik

korupsi, kolusi dan nepotisme.*

3. Asas-asas Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil

Negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

n

N’_*'_\

Manaj\emen Aparatur Sipil Ne :ar

Negara secara tegas mengatakan bjrwa Penyelenggaraan Kebijakan daJ

=

[ ;
a ber a%arkan_pada asas. y

Asas =asas.yang dimaksudkan dijelaskan lebih-rinci dala_;m:pasa’fz yaitu

sebagai berikut

Huruf a:

Huruf b:

Huruf c:

H .92
Yang dimaksud denEan asas kepa!mn hukum adalah dalam setiap

penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan
dan keadilan.

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah mengutamakan
keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan asas  Proporsionalitas  adalah
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai
ASN.

° Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
%2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2
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Hurufd: Yang dimaksu dengan asas keterpaduan adalah pengelolaan
pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang
terpadu secara nasional.

Huruf e: Yang dimaksud dengan asas delegasi adalah bahwa sebagian
kewenangan pengelolaan pegawai ASN dapat didelegasi
pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintahan
nonkementerian, dan pemerintah daerah.

Huruf f:  Yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai
ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan
tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Huruf g: Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pegawai ASN harus dapat
dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h: Yang dimaksud dengan asas efektif dan efisien adalah bahwa
dalam menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target
atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang
ditetapkan.

Hurufi: Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam
penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka dan publik.

Huruf j: Yang dimaksud dengan asas nondiskriminatif adalah bahwa dalam
penyelenggaraan Manajemen ASN, KASN tidak membedakan
perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras dan golongan.

Huruf k: Yang dimaksud dengan asas persatuan dan kesatuan adalah bahwa

z"\ pegawai ASN sebagal erekﬁt Negara Kesatuan R‘Bubhl{(

v . Indonesia. ' B ——

Hurufl Yang dimasud dengan aﬁ el_d]la{lgan kesetaraan adalah, bahwa

\,,_ \pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencermlakan/ Tasa
ke:r:@lan dan- kesamaann untuk memperoleh kesemipatan akan
fungsi dan peran sebagal pegawai ASN.

Huruf m: Yang

Chy, C as ' n adalah bahwa
penyelénggaraan<ASKp di ewujudkan peningkatan
kualitas hidup pega vai :

4. Prinsip dan Nilai Dasar Ptofesi Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 3 mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai Profesi
berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:*

a. Nilai dasar
b. Kode etik dan kode perilaku

% Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3
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Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik
Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas

Kualifikasi akademik

Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan
Profesionalitas jabatan

Q@~oap

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Nilai dasar sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi:**

a. Memegang teguh ideologi Pancasila

Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah

Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia

Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak

Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian

Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif

Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur

Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik

Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program
pemerintah

»._j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat tepat|
~akurat, berdaya guna, berhasn ﬁna dan santun y

o

S Do a0

o= y
]

\ k. —M‘engutamakan kepemrmpq rkuahtas tinggi —
U, Menghargai komunikasi,’Kons an_lgerja sama y
?m Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawalz
n. T\/rende_o ng kesetaraan dalam pekerjaan R
0. Menlngkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis

sebagai sisteqd ’

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan terkait

5. Tinjauan Pustaka

dengan Desa dan
Pelayanan publik adalah sebagai berikut:
1. Skripsi yang berjudul “Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik

Di Desa Tegal Melati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang”

% Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3 huruf a
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yang ditulis oleh Taufik Yulianto, Jurusan Politik Dan
Kewarganegaraan Fakultas llmu Sosial Universitas Negeri Semarang,
2015, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelayanan
yang diberikan pemerintahan desa meliputi, pelayanan dalam urusan
umum seperti surat menyurat dan pelayanan lainnya sesuai dengan
tugas masing masing aparatur desa sesuai dengan apa yang telah
menjadi tanggung jawab. Kepala desa menjalankan tugasnya dengan
baik untuk membina perangkat dan masyarakat desa nya dalam
menangani perangkat desa yang jiwa kedisiplinannya rendah sehingga
perlu diperbaiki dalam konteks perangkatnya agar pelaksanaan
penyelenggaraan urusan pemerintahan benar-benar dilaksanakan

dengan sesuai dengan fungsi tugas dan wewenang dan dilaksanakan

- i

merdasarkan asas dan prmslp pri Slp pemerontahan yang balk y j
¢ "‘——\ ] y
\ [ 1
A 2 Skr1ps1 yang berjudﬂl T‘A ali |J_H(em§mpuan Pemerlntahanf Desa

‘(

.,

‘\Da’ram:_,P‘engelolaan Alokasi Dana Desa” yar_lg;@mhs— oleh Sri

Woulandari, “u Pemerintahan wg Sosial Dan IImu
Politik Universitas Hasdnuddin Makasar, 2017, Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam mengelolaan
alokasi dana desa dalam kerangka hukum keuangan desa adalah semua
uang Yyang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan dan
pembangunan desa adalah uang milik negara yang harus dikelola

berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Penata usahaan

dilaksanakan dengan transparansi dilakukan oleh aparatur desa dengan
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mencatat pemasukan maupun pengeluaran dana desa yaang kemudian
dipertanggung jawabkan dengan laporan pertanggung jawaban.

3. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan
Masyarakat” yang ditulis oleh Siti Anisa, Jurusan Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan, 2018, Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa Daya Tanggap, Keandalan, Perhatian dan Bentuk Fisik
brpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat, hal ini dapat
dijelaskan bahwa apabila keseluruhan dari variabel Daya Tanggap,
Keandalan, Empaty dan bentuk fisik diterapkan sesuai dengan dengan
harapan masyarakat maka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
akan meningkat, akan tetapi pada variabel Jamunan tidak berpengaruh

o

~ pada kepuasan masyarakqt karjIa peﬂarapan terhadap varlabel jamlnarj

-.__\ ]

b
i
apa rLg_]dl\lLQ,rapkan masyarakat sehlrlgga

\yag tidak sesuai den'an

vaﬂab&L_ml bisa jadi menurunkan tingkat kepuasan.masyarékat atau

bahkan tidaqiengaruhi tinng masyarakat.

Perbedaan dengan skripsi yang dibuat oleh penulis dalam hal ini
adalah pada skripsi pertama lebih terfokus kepada gerak atau gagasan dari
kepala desa untuk selalu mengawasi secara langsung maupun tidak
langsung dalam proses pembinaan perangkat dan masyarakat desa. Pada
skripsi kedua penulis melakukan penelitian mengenai kemampuan

pemerintah desa dalam mengelola dan membagi anggaran desa sehingga

tetap terlaksananya pasal 25 UU 6 tahun 2014 tentang asas keterbukaan,
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dan pada skripsi yang ketiga penulis meneliti dan mengkaji tentang
pengaruh yan tercipta terhadap pelayanan publik yang ada dengan cara
mengoptimalkan suatu pelayanan dapat memberi dampak yang signifikan
terhadap kepuasan masyarakat desa yang mendapatkan pelayanan.
Sedangkan pada skripsi yang dibuat oleh penulis kali ini lebih
memfokuskan kepada pelayanan umum seperti surat menyurat yang
diberikan oleh aparatur desa kepada masyarakat desa sebagai aparat yang

memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat yang memang

memerlukan dan membutuhkan pelayanan.
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